
PRES IDE N
REPUBLIK IN DONES IA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUI-lAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan PasaI 12 ayat (4) dan Pasa l

13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

ten tang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bida ng

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka

Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

b. bahwa untuk lebih me ningkatka n kegiatan penanaman

modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

untuk percepatan pembangunan dengan tetap

meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor

strategis nasional serta rneningkatkan daya samg

ekonomi dalam menghadapi Masyara kat Ekon omi

ASEAN dan dinamika globalisas i ekonorni , dipandang

perlu mengganti ketentuan rnengenai daftar bidang

usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka

dengan persyaratan di bidang penanaman modal ;

c . bahwa sehubunga n dengan hal sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, pe rlu menelapkan

Peraturan Presiden tentang Da ftar Bidang Usaha yang

Tertutup da n Bidang Usaha yang Terbuka Dengan

Persyaratan di Bidang Penan a man Modal ;

Mengingat .. .
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1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Ta hun 2007 tentang

Penanama n Moda l (Lembaran Negara Republik lndon esia

Tahun 2007 Nomor 67 , Tambaha n Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USA HA

YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA

DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usa h a yan g

dilakukan untuk memproduksi ba ra n g a tau jasa pada

sektor-sektor ekonomi.

2. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang

dilakuka n tanpa persyaratan dalam rangka Penana man

Modal.

3 . Bida n g Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha

tertentu yang dilarang diusa hakan sebagai kegiatan

Pena naman Modal.

4 . Bidang Usa ha Yang Terbuka Dengan Persyarata n adala h

Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahaka n untuk

kegiatan Penana man Moda l dengan persyarata n , yaitu

dicadangkan ...

II I I 'I
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dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi

tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal clari

negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

5. Penanaman Moda l adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam n ege ri

maupun Pen a nam Moda l asing untuk melakukan usaha

di wilayah negara Republik Indonesia.

6 . Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam n egeri dan penanam modal asing.

7 . Kemitraan adala h kerj asam a dalam kegiatan penanaman

modal untuk Bidang Usaha Yang Te rbuka Dengan

Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayal,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha

besar.

8. Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro,

kecil, menengah sebagaimana dia tur dalam Undang­

Undang NomoI' 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah .

9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ten tang

Perkoperasian.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

(1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri

atas :

a. Bidang ...
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a . Bida ng Usaha Yang Terbuka;

b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan

c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

(2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tenEri a tas:

a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan:

yan g dicadangkan a tau kemitraan dengan Usaha

Mikro, Kecil, dan Men en gah serta Koperasi ; da n

b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

tertentu yaitu :

1) batasan kepemilikan modal asing;

2) lokasi tertentu;

3) perizina n khusus ;

4) modal dalam negen 100% (seratus persen);

dan jatau

5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka

kerjasama Association of Southeast Asian Nations

(ASEAN) .

Pasal3

Bidan g Usaha yang tidak terca ntum dalam Bidang Usaha

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Pasal4

Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum da lam Lampiran J dan

merupakan bagian tidak terpisa h kan dari Peraturan Presiden

PasaI5 ...
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Pasal5

(1) Bidang Usaha Yang Terbuka Denga n Persyaratan: yang

dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menenga h serta Koperasi sebagaima n a climaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran

II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(2) Kemitraan sebagaimana dima ksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Penanam Moda l dengan Usah a Mikro,

Kecil , dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti

plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, da n pola

Kemitraan la innya .

Pasal6

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu

sebagaimana dimaksud da la m Pasal 2 ayat (2) huruf b

tercantum dalam Lampiran 1Il dan merupa ka n bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini .

BAB 1Il

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PADA BIDANG USAHA

Pasal 7

(1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaima na dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) h a rus

memenuhi persyaratan lokasi sebaga imana diatur dala m

peraturan perundang-unda nga n di bidang penataan

ru a ng dan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Da lam ...
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(2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha

Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usaha nya

dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha

dengan melakukan kegiatan usaha yang sarna di luar

lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman

Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi

persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan

untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan

lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal8

(1 ) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyara tan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang

transaksinya dilaku kan melalui pasar modal dalam

negeri, Bidang Usah a Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

menjadi Bidang Usaha Terbuka.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persya ra tan

sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan

di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha terse but

menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha

yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah serta Koperasi .

Pasa19 ...

I r I "
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Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat

penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam

perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang

Usaha yang sarna, berlaku ketentuan sebagai berikut::

a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang menenma

penggabungan adalah sebagaimana yang te rcantum

dalam izin Penanaman Modal dan / atau izin usaha

perusahaan terse but;

b . batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang diambil a lih adalah

sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal

dan / atau izin usaha perusahaan tersebut; dan / atau

c . batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan baru hasil peleburan adalah seba gaimana

ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya

perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 10

(1) Dalam hal Penanaman Modal asing melakuka n perluasan

kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sarna dan

perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan

penambahan modal melalui penerbitan saham dengan

hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan

Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpa rtisipasi

dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku

ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam

Modal asmg, seSUal dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perseroan terba tas.

(2) Dalam ...

, r I "
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(2) Dala m hal penambahan modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan moda l

asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam

izin Penana man Modal da n / atau izin usaha, maka dalam

jangka waktu 2 (dua) ta hun , kelebihan jumlah

kepemilikan moda l a smg tersebut h a rus disesuaikan

dengan batas maksimum yang tercantum dalam Izm

penanaman modal dan / atau izin usaha , melalu i cara:

a . Pen anam Modal a sing menjual kelebiha n sabam yan g

dimilikinya kepada Penana m Moda l dalam negeri ;

b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya

melalui penawaran umum yang dilakukan oleh

perusahaa n yang sah amnya dimiliki oleh Penan a m

Modal asing tersebut pada pasar modal dalam n egeri;

atau

c. perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b

m embeli kelebihan jumlah saha m yan g dimiliki

Penanam Modal asing tersebut da n diperlakukan

sebagai treasury stocles, dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terba tas .

Pasal 11

Pelaksa naan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang

Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden in i tidak

mengurangi kewajiban Pena na m Moda l untuk mematuhi

ketentuan da n syarat teknis untuk m elakukan kegiatan

usaha yang ditetapkan oleh:

a. kementerian/lembaga yang seca ra teknis berwenang di

bidang usaha Penanaman Modal; dan / atau

b. pemerintah daera h .

BAB IV ...
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BABIV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN

PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal 12

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi

Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan

pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan

dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyelesaian

permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan

Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden tersendiri.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak

berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada

bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden Int

diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam Izm

Penanaman Modal danjatau izin usaha perusahaan, kecuali

ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman

Modal dimaksud.

BAB VI .. .
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bida ng Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berla ku

sampal dengan dike lua rkannya peraturan pelaksanaan

berdasarkan Peraturan Pres iden in i.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Presiden 1111, Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Da ftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidan g Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Pen a n a m an Modal (Lembaran Negara

Tahun 20 14 Nomor 93) dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku .

Pasal 16

Pera turan Presiden 111 1 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar .. .

bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Mei 201 6

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Del?yti~iflgpg Perekonomian,
~- -~,

/:. \

I I I 1

bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMA.."i MODAL

NO. LAMPIRAN JUDUL HALAMAN

I. LAMPIRAN I Da ftar Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Pe na narnan Modal 1

2 . LAMPlRAN II Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Den gan Persya ratan: yang dicadangkan a ta u kemitraan dengan Usaha 1
Mikro, Kec iI, dan Menengah serta Koperas i

3. LAMPIRAN 111 Bidang Usaha Yang Te rbuka Dengan Persyara ta n te rtentu:
l. Sektor Pertanian 1
2. Sektor Kehutanan 11
3. S ektor Kelautan dan Perikanan 13
4 . Sektor Energi d a n Sumber Daya Min e ra l 14
5 . Sektor Perindustrian 17
6 . Sektor Pertahanan d a n Kearnanan 19
7 . S e ktor Pe kerja an Umum 20
8 . Sektor Pe rdagangan 2 1
9. S e ktor Pariwis ata dan Ekonomi Kreatif 25
10. S e ktor Perhubungan 28
II. S ektor Komunikasi d a n Informa tika 32
12. Sektor Keuangan 34
13. Sektor Perbankan 36
14. Sektor Ten aga KeIja 37
15 . S e ktor Pendidikan 38
16. S ektor Kesehatan 39

bphn.go.id
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REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BIDANG USAHA YANG T E RTUTUP

LAMPlRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI
BIDANG PENANAMAN MODAL

NO. BIDANG USAHA ; KBLI SEKT OR

1. Budidaya Ganja 01289 Pertanian

2. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix. I Convention on International Trade in 10719 Kehutanan
Endanqered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

3. Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam 52229 Kelautan dan Perikanan
4. Pe m anfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, 03117 Kelautan dan Perikanan

Akuarium, dan Souvenir/Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coraij dari
Alam.

5. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri 201 11 Perindustrian

6. Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, 20211 Perindustrian
Chlordane, H eptachlor, Mirex, dan Toxaphene

7 . Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO) : Polychlorinated 20119 Perindustria n
Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene; dan Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl
Bromide, Trichloro Fluoro M ethane (CFC-l1) , Dichloro Trijluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro
Ethane (CFC- 113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115) ,
Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane
(CFC-l111, Chloro Heptafluoro Propane (CFC-2 17), Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-2161, Trichloro

Propane ...bphn.go.id
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NO. BIDANG USAHA KBLI SEKTOR

Propane (CFC-2 13 ), Hexachioro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chioro Difluoro Me thane (Halon-
1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon- l301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-
502.

8. Industri Bahan Kimia Dafta r - 1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I 20119 Perindustrian
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia

9. Industri Minuman Kera s Mengandung A1koho1 11010 Perindustrian

10. Indus tri Minuma n Men gandung Alkohol: Anggur 11020 Perindustrian

11. Industri Minuman Men gandung Malt 11031 Perindustrian

12. Pe nyelenggara an dan Pe ngoperas ian Termina l Penumpang Angkutan Darat 52211 Perhubungan

13 . Pe nyelenggaraa n dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor 52219 Perhubungan

14. Telekomunikasij Sara n a Bantu Na vigasi Pelayaran d a n Vessel Traffic Information Sys tem (VTIS) 52221 Perhubungan

15 . Pe nyelen ggar a an Pelayanan Navigasi Penerbangan 52230 Perhubungan

16. Pe nyele n ggaraan Pe n gujian Tipe Kenda raan Bermotor 71203 Perhubungan

17. Manajemen dan Pe n yelenggaraan S tasiun Monitoring Spektrum Freku en si Ra dio d a n Orbit Satelit 6 1300 Komunika si dan
Informatika

18 . Museum Pem erinta h 9 1021 Pendidikan d a n
Kebudayaan

19 . Peninggalan Sejarah d an Purbakala (candi, k e r a ton , pra s asti, p e tilasan, bangunan kuno, dsb) 91023 Pendidikan d a n
Ke budayaan

20. Perjudianj Kasino 92000 Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Cata ta n ...
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Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan
dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha terse but.

2 . Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam
Lampira n I h a nya berlaku bagi bidang u sah a yang tercantum da la m kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

~
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LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN Dr
BlDANG PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN: YANG DICADANGKAN
ATAU KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

Persyaratan

No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan u~ttik Sektor

UMKMK
Kemitraan

Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas
kuran~ dari 25 Ha:

1. Pa di 01121 ,; - Pertanian
01122

2. Jagung 01111 ~ - Pertanian

3. Kedelai 01113 ,; - Pertanian

4. Kacang Tanah 01114 " - Pertanian

5 . Kacang Hijau 01115 ~ - Pertanian.

6 . Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) 01135 ,; - Pertanian

Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari
25 Ha:

7 . Tanaman J arak Pagar 01299 ,; - Pertanian

8 . Tanaman Pemanis Lainnya 01137 " - Pertanian !

9 . Tan aman ...
bphn.go.id
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Persyaratan

No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKMK
Kemitraan

9 . Tanaman Tebu 01140 .,j - Pertanian

10. Tana m a n Tembakau 01150 .,j - Pertanian

II. Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas 01160 .,j - Pertanian

12 . Tana man Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat 01299 .,j - Pertanian
Lain

13. Tana man Jambu Mete 01220 .,j - Pertanian

14. Tanaman Kelapa 01261 .,j - Pertanian

15. Tana man Kelapa Sawit 01262 .,j - Pertanian

16. Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao) 01270 .,j - Pertanian

17. Ta,'laman Lada 01281 .,j - Pertanian

18. Tanaman Cengkeh 01282 " - Pertanian

19. Tana man Minyak Atsiri 01284 ~ - Pertanian

20. Tanaman Gbat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura ) 01285 .,j - Pertanian
01286

2I. Tanaman Rempah Lainnya 01289 ~ - Pertanian

22. Tana man Karet dan Penghasil Getah Lainnya 01291 .,j - Pertanian

Usaha perkebunan dengan 1uas kurang dari 25 Ha:

23. Perkebunan Pema nis Lainnya 01137 -.J - Pertanian

24. Perkebunan Tebu 01140 ~ - Pertanian

25 . Perkebunan ...

bphn.go.id
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No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKMK
Kemitraan

25. Perkebunan Tembakau 01 150 ...J - Pertanian

26. Perkebunan Ba han Baku Te k s til dan Tanaman Kapas 01160 ...J - Pertanian

27. Perkebunan J a mbu Mete 01220 ...J - Pertanian

28 . Perkebunan Kela pa 01261 ...J - Pertanian

29 . Perkebunan Kela pa Sawit 01262 ...J - Pertanian

30. Perkebuna n Untuk Baha n Minuma n (Teh, Kopi dan 01270 ...J - Pertanian
Kaka o)

3l. Pe rkebunan Lada 01281 ...J - Pertanian

32 . Perkebunan Cengke h 0 1282 ...J - Pertanian

33. Perkebunan Minyak Atsiri 01284 ...J - Pertanian

34. Pe rkebunan Oba t/Baha n Fa rmasi (di lua r hortikultura) 01285 ...J - Pertanian
01 286

35. Per kebunan Rempah Lainnya 01 289 ...J - Per tanian

36. Perkebuna n Karet dan Pe n gh asil Ge tah Lainnya 01291 ...J - Pertanian

37. Perke bunan Lainnya 01299 ..J - Pertania n

Usaha dengan kapasitas tertentu:

38. Industri Bunga Cengkeh Kering 0 1630 7 - Pertanian

39. Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan 10490 ...J - Pertanian

Hewani

4 0. Industri Kopra, Serat (fi ber), Arang Tempurun g, Debu 1042 1 ...J - Pertanian

(dus t) .. .bphn.go.id
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(dus t) , Nata d e Coco

41. Industri Minyak Kelapa 10422 -.J - Pertanian

42. Industri Minya k Ke la pa S a wit 10431 -.J - Pertania n

43 . Industri Sera t Ka p a s 01630 -.J - Pertanian

44. Indus tri Biji Ka p a s 10490 -.J - Pertanian

45 . Indus tri Pen gupasan, Pembe rs iha n , Pengeringan , dan 10399 -.J - Pertanian
Sortasi Has il Pe rke bunan (kaka o d a n kopi)

4 6 . Industri Jambu Me te Menja di Biji Me te Kering d a n 10614 -.J - Pe rtanian
Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)

47 . Industri Lad a Me nja di Biji La da Putih Kering da n Biji 10614 --;r - Pertania n

La da Hitam Kering

4 8. Indus tri Gula Pa sir, Pucuk Tebu d a n Bagas 10721 -J - Perta nia n

49. Industri Teh Hitam/Te h Hija u 10763 ..J - Pertanian

50. Indus tri Daun Te mbakau Kering (Krosok) 12091 -.J - Pertanian

51. Ind u stri Karet Me nja di Sheet, Lateks Pe ka t 22 122 -J - Pe rta nian

5 2 . Indus tri Minyak J arak Kasar 20294 --;r - Pertanian

53. Pembibitan dan Budidaya Ba bi d e n gan Jumla h Kurang 01450 --;r - Per tanian

Ata u S a rna dengan 125 Ekor

5 4. Pembibita n d a n Budida y a Ayam Buras Serta 01463 --;r - Pe rtania n
Persilangan nya

55. Pengusahaan ...

~

.:
:
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55. Pe n gusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara la in : Aren, 02119 " - Kehuta nan
Kemiri, Biji Asa rn Bahan Baku Arang, Kavu Manisl

56. Industri Primer Pengolahan Has il Hutan: Getah Pinus 02303 v - Kehutanan

57. Industri Primer Pengolahan HasiI Hutan: Bambu 02308 v - Kehutanan

58. Pe n gusahaan Sarang Burung Walet di Ala m 01469 v - Kehutanan

59 . Indus tri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sarnpai 16101 " - Kehutanan
d en gan 2000 m 3 / tahun)

60. Industri Prime r Pengolahan Rota n 16104 v - Kehutanan

6 l. Pengusahaa n Hutan: Rotan 02131 - v Kehutanan

62. Pengusahaan Huta n : Getah Pinus 02132 - v Kehutanan

63. Pengusahaan Hutan: Barnbu 02134 - v Kehutanan

64. Pengusahaan Hutan: Damar 02135 - v Kehutanan

65. Pengusahaan Hutan: Gaharu 02136 - V Kehutanan

66. Pengusahaan Shellak, Ta naman Pangan Alte rnatif (s a gu), 02139 - V Kehutanan
Getah-getahan dan Perlebahan

67. Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (persutra an 01492 - v Kehutanan
alarnl

68. Pembenihan Ikan Laut 032 12 - " Kelautan dan Perikanan

69 . Pembenihan Ika n Air Payau 03525 - " Kelautan dan Perikanan

70. Pembeniha n Ika n Air Tawar 0322 6 - 0 " Kela utan d an Perikana n

7l. Pembesaran Ikan Laut 03211 - ..J Kela utan d an Perikanan

72. Pembesara n ...

~

L

bphn.go.id
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72, Pembesaran Ikan Air Payau 03251 - --.j Kelautan dan Perikanan

73. Pembesaran Ikan Air Tawar 03221 - --.j Kelautan dan Perikanan

74. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri 10211 - -.J Kelautan dan Perikanan
Penggaraman/ Pengeringan Ika n dan Biota Perairan
Lainnya

75. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri 10212 - --.j Ke la utan dan Perikanan
Pengasao<U1 Ikan dan Biota o e rairan Lainnva

76. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPl): Industri 10215 - --.j Kelautan dan Perikanan
Peragian/ Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya 10779
(untuk usaba ekstraksi dan ie llv ikanl

77 . Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Indus tri 10216 - -,J Kelautan dan Perikanan
berba sis Da lring Lumatan dan Surimi

78. Usaha Pemasaran, Distribusi , Pe rdagangan B esar, dan 46206 - --.j Kelautan dan Perikanan
Eksoor Hasil Perikanan

79. Industri Pemindangan Ikan 10214 -,J - Perindustrian

80. Industri Tempe Ked elai 10391 -,J - Pe rindus tria n

8 1. Industri Tabu Kedelai 10392 ..j - Pe rindustrian

82 . Industri Kue Basah 10792 ..j - Perindustrian

83. Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan 10793 ..j - Pe rindustrian
S ela in Kecap. Tempe d a n Ta hu

84. Ind u stri Krupuk, Keripik, Peyek d a n S ej e n isnya 10794 ..j - Pe r indus t r ian

85 . Industri Gula Merab 10722 ..j - Perindustrian

86. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian 01630 ..j - Perindustrian

87. Indu s t r i ,..

bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7

Persyaratan

No. Bidang Usaha KBLI Dicadangk~nuntuk Sektor

UMKMK
Kemitraan

87. Industri Pewarnaan Benang dari Serat A1am Maupun 13122 -J - Perindustrian
Serat Buatan Menjadi Benang BermotifjCelup, Ikat,
dengan Alat yang Digerakkan Tangan

88. Industri Percetakan Kain 13133 -J - Perindustrian

89. Industri Batik Tulis 13134 -J - Perindustrian

90. Industri Kain Rajut Khususnya Renda 13911 " - Perindustrian

91. Industri Bordir j Sulaman 13912 " - Perindustrian

92 . Industri AnyaIIl-anyaman dari Rotan dan Bambu 16291 " - Perindustrian

93. Industri AnyaIIl-anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan 16292 -J - Perindustrian
Bambu

94. Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Mebeler 16293 " - Perindustrian

95. Industri Alat-alat dapur dari Kayu, Rotan dan Ba mbu 16294 " - Perindustrian

9 6. Indus tri dari Kayu , Rota n , Ga bus yang Tida k 16299 " - Perindustrian
Diklas ifikasika n Ditemoa t La in

97. Industri Alat-alat Musik Tradisional 3220 1 " - Perindustrian

98. Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pa k a ian 14111 " - Perindustrian
Tradisional Lainnya

99 . Industri Pengasapan Karet 22121 " - Perindustrian

100. Indu s tri Barang d ari Tanah Lia t Untuk Keperluan Ru mah 23932 " - Pe rindustrian
Tan gga Khusus Gerab ah

101. Industri Perkakas Tangan Untuk Pertanian yang 2593 1 " - Perindustrian
Diperlukan Untuk Persiapan Lahan Proses Produksi,
Pem anenan , Pasca Pa n en, d a n Pe ngolahan Kecu a li

Cang kul .. .bphn.go.id
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UMKMK
Kemitraan

Cangkul dan Sekop

102. Industri Perkaka s Tangan yang Diproses S ecara Manual 25932 ...; - Perindustrian
Ata u Se mi Mekanik Untuk Pertukangan d a n Pemotongan 25933

25934
103. Industri Jasa Pemelihara an d a n Perbaikan Sepeda Motor 45407 " - Perindustrian

Kecuali yang Te rintegrasi de n gan Bidang U saha
Peniualan S e ped a Motor (agen/dis tributorl

104. Indus tri R eparas i Barang-barang Ke perluan Pribadi dan 95220 " - Perindustrian
Rumah Tangga 95240

95290
105. Industri Kopra 10421 - " Perindustrian

106. Indus tri Asina n Bua h -Buahan d a n Sayur-Sayuran 10311 - " Perindustrian

107. Industri Kecap 10771 - " Perindustrian

108. Indus tri Pe n golahan S u s u Bubuk dan Sus u Kental Manis 1052 0 - " Perindustrian

109. Indus tri Ba tik Cap 13 134 - ...; Perindus trian

110. Industri Pengolahan Rotan 16104 - " Perindustrian

111. Industri Pengawetan Rotan, Bambu d an Sej enis nya 16 103 - ...; Pe rindus trian

112. Industri Barang d ari Kayu (Indus tri Moulding dan 162 21 - ...; Perindustrian
Kompon e n Bahan Bangunanl

113. Industri Minyak Atsiri 20294 - ...; Perindustrian

114. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau 12091 - ...; Perindustrian

115. Industri Batu Bata dan Tanah LiatJ Keramik 23921 - ...; Perindustrian

116. Industri ...

bphn.go.id
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UMKMK
Kemitraan

116. Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/ Keramik 23939 - " Perindustria n

117. Industri Kapur 23942 - " Perindustrian

118 . Industri Barang-barang dari Semen 23951 - " Perindustrian

119. Industri Barang-barang dari Kapur 23952 - " Perindustrian

120. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya 23959 - " Perindustrian

121. Industri Paku, Mur, dan Baut 25952 - " Perindustrian

122. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak 28 11 3 - " Perindustrian
Mula

123. Industri Pompa dan Kompresor 28 130 - " Perindustrian

124. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan 30912 - " Perindustrian
Bermotor Roda Dua, dan Tiga

125 . Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak 30922 - " Perindustrian

126. Indus tri AJat Mesin Pe rtanian yang Me n gguna k a n 282 10 - " Perindustrian
Teknologi Madya S e p e rti Pe rontok Padi, Pemipil Jagung,
dan Traktor Tangan

127. Industri Ka pal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk 30 111 - " Perindustrian
Penangkaoanlkan 30120

128. Industri Peralatan dan Perlengka pan Kapal Kayu Untuk 30 113 - " Perindustrian
Wisa ta Ba h ari dan Untuk Penangka pan Ika n

129. Industri Barang Perhiasan B erha r ga untu k Kep e rlua n 32 112 - " Perindustria n
Pribadi dari Logam Mu lia

130. Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk 32 113 - " Perindustrian
Kepe rlua n Pribadi dari Logam Mulia

131. Industri .. .

bphn.go.id
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UMKMK
Kemitraan

131. Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan 32120 - -.J Perindu strian
Pribadi dari Bukan LOflam Mulia

132. Industri Permata 321 11 - ..,j Perindustrian

133. Indus tri Kerajinan yang Tidal< Diklasifikasikan di Tempa t 32903 - ..,j Perindustria n
Lain

134. Industri Da ur Ulang Barang-barang Bukan Logam 38302 - -.J Perindustrian

135. Industri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal 10721 - -.J Perindustrian
ralmasi, dan gula kris tal m entah) Berbasis Tebu d en gan
Kemitraan Dalam Bentuk Inti Plasma 20% dari Luas
Lahan

136. J asa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang 00000 " - Pekerjaan Umum
Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya dan/atau
Risiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai
denflan Rp 50.000.000.000,00

137. Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi yang 00000 ~ - Pekerjaan Umum
Menggunakan Teknologi Sederhana/ Madya dan/ atau
Risiko Kecil/Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan kurang dari
Rpl0 .000.000.000,00

138. Pcrdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos d an Internet 47911 - ..,j Perdagangan
47912
479 13
47914

139. Agen Perjalanan Wisata 79111 ..,j - Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

140. Pondok Wisata (Homestay) 55130 ~ - Pa riwisata dan Ekonomi
Kreatif

141. Sanggar ...

bphn.go.id
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141 Sanggar Seni 90001 " - Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

142 . Usaha Jasa Prarnuwisata 79921 ..J - Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

143 . Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio d a n Te levis i 60102 " - Komunikasi dan
60202 Informatika

144. Ins talasi Kabe l ke Rumah dan Gedung 43212 " - Komunikasi dan
Informatika

145 . Warung Internet 61994 ..J - Komunikasi dan
Informa tika

Catatan:

1. ..J = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.

2 . Da la m hal KIasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLl) m eliputi lebih dari satu bidang usaha, maka p ersyaratan sebagaimana te rmaksud dalam
Lampira n II hanya b e rlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

3. Usaha Mikro, Kecil, Men enga h da n Koperasi (UMKMK) adalah orang perorangan atau badan usaha yang meme nuhi kriteria sebagaimana dimaksud dala m
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Kemitraan ...

bphn.go.id
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4. Kemitraan a da la h sebagaimana d iatur daiam Peratura n Pemerinta h Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Unda ng-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usa h a Mikro, Kecil , d a n Menengah.

PRESiDEN REPUBLlK INDONESIA,

ltd.

JOKO WiDODO

Salinan sesuai dengan asl inya

SEKRETARIAT KABIN ET Rl

Deputi Bidang Perekonomian ,

"

Agu,,?t}t~~';h

bphn.go.id
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PRESIDE N
R E PUBLIK INDONES IA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG U SAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PE RSYARATAN or
BIDANG PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

.

No. Bidang Usaha KB.Li Persyaratan
. .

Usaha Perbeniha n/Pe Dlbibitan TanaDla n Pangan Pok ok dengan Luas le bih
dari 25 Ha:

1. Padi 0 112 1 Pen anaman Modal Asing Maksimal 49%
0 1122

2. Jagung 0111 1 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

3. Kedelai 0 111 3 Penan aman Modal Asing M aksimal 49%

4 . Kacang Tan ah 01114 Penanaman Modal A sing M aksim al 49%

5. Kacang Hijau 0 1115 Penanaman Modal A sing M aksirnal 49%

6. Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) 01135 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

Usaha Budidaya TanaDlan Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:

7 . Padi 01121 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
01122

8. Jagung .. .bphn.go.id
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8. Jagung 01111 Penanaman Moda l As ing Maksimal 49%

9. Kedelai 01113 Penanama n Moda l Asing Maksimal 49%

10. Kacang Tanah 01114 Penanaman Modal As ing Maksimal 49%

II. Kacang Hija u 01115 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

12. Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) 01135 Penanaman Modal As ing Maksimal 49%

Usaba Industri Perbeniban Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebib:

13 . Tanaman J arak Pagar 01299 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

14. Tanaman Pemanis Lainnya 0 11 37 a. Penanaman Modal Asing Maks imal 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

15. Tanaman Tebu 01 140 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

16. Tanaman Tembakau 01150 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

17. Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas 01160 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

18. Tanaman Jambu Mete 01252 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

19. Tanaman Kelapa 01261 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

20. Tanaman Kelapa Sawit 01262 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

2I. Tanaman Untuk Baha n Minuma n (Teh, Kopi dan Kakaoj 01270 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

b. kewajiban ...

:
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b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

22. Tanaman Lada 01281 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewaiiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

23. Tanama n Ce n gkeh 01282 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewaiiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

24. Tanama n Minyak Ats iri 01284 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewaiiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

25. Ta naman Oba tjBahan Farm asi 01285 a . Pen a naman Modal Asing Maksimal 95%
01286 b. Kewaiiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

26. Ta naman Re mpah Lainnya 01289 a. Pen a n a man Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

27. Tanaman Ka re t dan Pe n gh asil Getah Lainnya 01291 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewaiiba n Perkebunan Plasma Sebesar 20%

28. Tanama n Lainnya yang Tida k Diklasifikasikan di Tempat Lain 01299 a . Penanaman Modal As ing Maksimal 95%
b . Kewaiiban Perkebunan Plasma Sebesar 20 %

Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih Sampai Luasan
Tertentu Tanpa Unit Pene:olahan:

29. Perkebunan Jarak Pagar 01299 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewaiiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

30. Perkebunan Pemanis Lainnya 01137 a. Penana man Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewaiiban Perkebuna n Plasma Sebesar 20%

31. Perkebunan Te bu 01140 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewaiiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

32. Perkebunan Tembakau 01150 a . Penanaman Modal Asing Maksima l 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

33. Perkebunan . . .
bphn.go.id
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33. Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas 01160 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

34. Perkebunan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 01299 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

35. Perkebunan Jambu Mete 01252 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%- .
Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%b .

36. Perkebunan Kelapa 01 26 1 a . Penanaman Moda l As ing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

37. Pe rkebunan Kelapa Sawit 01262 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

38. Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao) 01270 a . Penanaman Modal Asing Maks ima l 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

39. Perkebunan Lada 01281 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

40. Perkebunan Cengkeh 01282 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiba n Perkebunan Plasma Sebesar 20%

41. Pe rkebunan Minya k Atsiri 01284 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

42 . Perkebunan Obat/Bahan Farmasi 01285 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
01286 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

43. Perkebunan Rempah Lainnya 01289 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

44. Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya 01291 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih yang Terintegrasi
dengan Unit Pengolahan dengan Kapasitas Sarna atau Melebihi Kapasitas
Tertentu:

45. Perkebunan ...

bphn.go.id
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45. Perkebunan Jambu Mete dan Industri Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell 01252 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Liquid (CNSL) 10399 b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

46. Perkebunan Lada dan Industri Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam 01281 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Kering 10399 b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

47. Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar 01299 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
20294 b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

48. Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas 01140 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
10721 b. Kewajiba n Perkebunan Plasma Sebesar 20%

49. Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering 01150 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
12091 b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

50. Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas 01160 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

51. Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa 01261 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
10423 b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

52. Perkebunan Kelapa d an Industri Kopra, Serat (fiber" Arang Tempurung, Debu 01261 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
(dust), Nata de Coco 10421 b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

10773

53. Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kela pa Sawit (CPO) 01262 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
10432 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

54. Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi 01270 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
10399 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

55. Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan 01270 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Kakao 10399 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

56. Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau 01270 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
10763 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

57. Perkebunan Cengkeh d a n Industri Bunga Cengkeh Kering 01282 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
10772 b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

5 8 . Perke bunan .. .

..
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58. Perkebu nan Tanam an Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri 01284 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
20294 b. Kewajiban Perkebu nan Plasma Sebesar 20%

59. Perkebunan Karet dan Industri Sheet, Lateks Pekat 01291 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
22121 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
22122

60. Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan da.!1. 10399 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
Usaha dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:

61. Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani 10411 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri

62. Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de Coco 10421 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri

63. Industri Minyak Kelapa 10423 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri

6 4 . lndus tri Minya k Ke la pa Sawit 10432 a . Penanaman Modal Asing Maks imal 95%
b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri

65. Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan dan Sortasi Hasil 10399 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Perkebunan (kakao dan kopi) b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri

66. Indus tri Gula Pasir, Pucu k Te bu, dan Bagas 10721 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 9 5%
b . B a han Ba ku Minimal 2 0 % Be rasal d a ri

Kebun Sendiri

67. Indus tri ...
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67. Industri Te h Hita m/Te h Hija u 1076 3 a. Penanaman Modal Asing Ma ksimal 9 5%
b . Bahan Baku Minimal 20% BerasaI d ari

Kebun SendiIi

68. Indus tri Te mba ka u Kering (Krosok) 12091 a . Penanaman Modal Asing MaksimaI 95%
b . Bahan Baku Minimal 20% BerasaI dan

Kebun SendiIi

69 . lndustri Minya k J arak Kasar 20294 a . Penanaman Modal Asing MaksimaI 95%
b . Bahan Baku Minimal 20% BerasaI dan

Kebun Sendiri

70. Indus tri Se r a t Ka pa s d a n Biji Ka pa s 01630 a . Penanaman Modal Asin g Maksimal 95%
10490 b. Bahan Ba ku Minimal 20% BerasaI dan

Kebun Sendiri

71. lndustri Karet Me nja d i Sheet, La teks Peka t 22121 a. Penanaman Modal Asing MaksimaI 95%
221 22 b. Baha n Ba ku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri

7 2. lndus tri J a mbu Mete Menjadi Biji Me te Ke ring d a n Cashew Nut Shell Liquid 106 14 a. Penana man Modal Asing MaksimaI 9 5%
(CNSL) b . Bahan Baku Minimal 2 0 % Ber asaI dari

Kebun Sendiri

7 3. lndustri Lada Menjadi Biji Lada Putih Ke ring dan Biji La da Hitam Kering 10614 a. Pen anaman Modal Asing MaksimaI 95%
b . Baha n Ba ku Minimal 20% BerasaI dan

Kebun Sendiri

74. lndustri Bunga Cengkeh Kering 01630 a. Penanaman Moda l Asin g MaksimaI 95%
b. Bahan Baku Minimal 20% BerasaI dari

Kebun Sendiri

75. Perbeniha n ...
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75. Perbenihan Tanama n Buah Semus im 01139 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

76. Perbenihan Anggur 01210 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

77 . Perbenihan Buah Tropis 01220 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

78. Perbenihan Jeruk 01230 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

79 . Perbenihan Ape! dan Buah Batu (Fame and Stone Fruit) 01240 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

80. Perbenihan Buah Ben 01251 Penanaman Modal Asing Ma ksima l 30%

8 1. Perbeniha n Tanaman Sayuran Semusim 01139 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

82. Perbenihan Tanaman S ayuran Tahunan 01253 Penanama n Modal Asing Maksimal 30%

83. Perbenihan Tanaman Gbat 01285 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
01286

84. Perbenihan J a mur 01139 Penanaman Modal Asing Ma ksimal 3 0%

85 . Perbenihan Tanaman Flonkultura 0 11 94 Penanaman Modal Asin g Maksimal 30%
01302

86. Budidaya Buah Semusim 01132 Penanaman Modal Asing Ma ksimal 30%

87. Budidaya Anggur 0 12 10 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

88. Budidaya Buah Tropis 0 1220 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

8 9 . Budidaya J eruk 01 230 Penanama n Modal Asing Ma k sima l 30%

90. Bu didaya Apel d an Bu ah Batu (Pome and Stone Fruit) 01240 Penanaman Mod al As ing Maksimal 30%

91. Budidaya ...

•
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9I. Budidaya Buah Beri 01251 Penanaman Modal Asing Maks imal 30%

92 . Budidaya Sayuran Daun (anta ra la in: kubis, sawi, bawang daun, seledri) 01131 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

93. Budidaya Say ura n Umbi (ant a ra lain: b awang m erah, bawang putih, kentang, 01134 Penanaman Modal As ing Ma ksimal 30%
wortel)

94. Budidaya Sayura n Buah (antara lain : tomat, m entimun) 01133 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

95. Budidaya Cabe, Paprika 01283 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

96. Budidaya Jamur 01136 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

97. Budidaya T a n a man Hias 01193 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

98. Budidaya Tanaman Hias Non Bunga 01 3 01 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

99 . Indus tri Pe ngolaha n Hortikultura : Usaha Pasca Pa n e n Buah dan Sayuran 10311 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
10320
10313
10314
10330

100. Usaha Penelitian Hortikultura dan U saha Laboratorium Uji Mutu 72 102 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
Hortikultura

10I. Pengusahaan Wisa ta Agro Hortikultura 9323 1 Penanaman Modal Asing Ma ksimal 30%

102. Usaha J asa Pascapanen Hortikultura 01630 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

103. Usaha Perangkaian Bunga/ Florist/Dekorator 47761 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

104. Konsultan Pengembangan Hortikultura 70209 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

105. Landscaping ...
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105. Landscaping Hortikultura 4330 5 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
7 110 1
8 13 00

106. Jasa Kursus Hortikultura 85499 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

107. Penelit ian dan Pengembangan Ilmu Teknologi d an Rekayasa Sumber Daya 72 102 Pen anaman Modal Asing Maksimal 49%
Genetik Pertanian

108. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Produk GMO 72 104 Pe n anaman Modal Asing Maksimal 49%
(Rekayasa Genetika)

109. Pembibitan dan Budidaya Babi dengan J umlah Lebih dari 125 ekor 0 1450 Lokasi Tertentu yang ditetapkan oleh
Kementerian Pertanian

B. Sektor . . .
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110. Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru 93193 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
93229

111. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Serta Lembaga Konservasi 0172 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

112. Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan 93241 a. Penanaman Modal As ing Maksimal 51%
Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meiiputi Wisata Tirta, Wisa ta 93242 b. Penanaman Modal Asing Maksimal 70% bagi
Petualangan Alam, dan Wisata Gua. 93243 p e n anam modal dari negara-n egara ASEAN

93249
93223
93222

113. Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan d a n Satwa Liar 72102 Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang
terakreditasi/ la boratorium di Indonesia/
lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kchutanan

114. Industri Kayu Gergajian dengan Kapasitas Produksi di atas 2000 m 3 /tahun 16101 Rekomendasi pasokan bahan baku
berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

115. Industri Kayu Veneer 162 14 Rekomendasi pasokan bahan baku
berkelanjuta..'l dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

116. Industri Kayu Lapis 16211 Rekomendasi pasokan bahan baku
berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

117. Industri Kayu Laminated Veneer Lumber (LVL) 16212 Rekomendasi pasokan bahan b a ku
berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

118. Industri ...
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118. Industri Kayu Industri Serpih Kayu (wood chip) 16299 Rekomendasi pasokan bahan baku
berkelanjutan dari Kementerian Lin gkungan
Hidup dan Kehutanan

119. Industri Pelet Kayu (wood p ellet) 16295 Rekomendasi pasokan bahan baku
berkeIanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

120. Usaha Pemanfaatan HasiI Hutan Kayu pada Hutan Alam 02120 Modal dalam negeri 100%

121. Pengadaan dan Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan 46207 Modal dalam n egeri 100%
impor benih dan bibit tanaman hutanl

122. Usaha Pe m a nfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan 02209 Modal dalam nege ri 100%

123. Penangkapa n dan Pe r edaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Ha bitat 01711 a . Modal da lam n egeri 100%
Alam 01712 b . Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan

01713 Hidup dan Kehutanan
01714
01715

c. Sektor ...
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124. Perikanan Tangkap dengan Mengguna kan Kapal Pena ngka p Ikan di Wilayah 03111 Modal dalam n egeri 100% dan Izin Khusus dari
Perairan Indonesia dan Laut Lepas Kementerian Ke la utan dan Perikanan m e ngenai

alokasi sumber daya ikan dan titik koordinat
daerah penangka pan ika n

125. Pen ggaIia n Pasir La ut 08995 Modal dalam n egeri 100%

126. Budidaya Koral/ Karang Hias 01727 Rekom endasi dari Keme nte rian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

D. Sektor ...
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127. Jasa Konstruksi Migas: Plaiform 09 100 Penanaman Modal Asing Maksimal 75%

128. Jasa Konstruksi Migas: Tangki Spherical 09100 Penanaman Modal Asing Maks imal 49%

129. Jasa Konstruks i Migas: Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di 09100 Modal dalam n egeri 100%
Darat

130. Jasa Konstruks i Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Darat 422 19 Modal dalam negeri 100%

13l. Jasa Konstruks i Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Laut 42219 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

132. Jasa Konstruks i Migas: Tangki Horisontal/Vertikal, Instalasi Penyimpanan, 42914 Modal dalam negeri 100%
dan Pemasaran Minya k d a n Gas Bumi di Dara t

133. Jasa Survei Migas, Geologi,dan Geofisika 71102 Penanaman Modal Asing Maksim al 49%

134. Jasa Survei Panas Bumi 71102 Penanamall Modal Asing Maksimal 95%

135. Jasa Pemboran Migas di Da rat 09100 Modal dalam negeri 100%

136. Jasa Pemboran Migas di Laut 09100 Penanaman Modal Asing Maksimal 75%

137. Jasa Pemboran Panas Bumi 06202 Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

138. Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan 09100 Modal dalam n egeri 100%

139. Jasa Penunjang Migas : Jasa Desain dan Engineering Migas 71102 Modal dalam negeri 100%

140. Jasa Penunjang Migas: Jasa Inspeksi Teknis 71204 Modal da lam negeri 100%

14l. Jasa Pengoperasia n da n Pemeliharaan Pa n as Bumi 06202 Penanaman Modal Asing Maksimal 90%

142. Pemba ngkit .. .
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142. Pembangkit Lis trik < 1MW 35101 Modal dalam n egeri 100%

143. Pemba n gkit Listrik S kala Kecil (1 - 10 MW) 35101 Pe n a naman Modal Asing Maksimal 49%

144. Pemba n gkit Listrik Ten aga Pana s Bumi d en gan Ka p a sitas 5 10 MW 35101 Pe n anaman Modal Asing Maksimal 67%

145. Pembangkit Listrik > 10 MW 35101 Pe n anaman Modal Asing Maksimal 95%
(Ma k s imal 100% a pabila dalam rangka Kerj asam a
Pe m erintah Swasta jKPS s elama masa konsesi)

146. Transmis i Ten aga Listr ik 35 102 Pen anaman Modal Asing Maks imal 95%
(Ma ksimal 100% a pa bila dalam r a n gka KPS sela m a
masa konsesi)

14 7 . Dis tribus i Te n aga Lis t r ik 35 103 Pe n anaman Modal Asing Maksimal 95%
(Ma k s imal 100% a pabila dalam rangka KPS sela m a
m a s a konsesi)

148. Kons ultasi di Bidang Instalasi Ten aga Listrik 71102 Pe n anaman Modal Asing Maksimal 95%

149. Pembangunan d an Pemasangan Instalasi Tenaga Lis t rik atas Ins ta lasi 422 13 Pe n a naman Modal Asing Maksimal 9 5%
Penyediaan Tenaga Listrik

150. Pembangunan d a n Pemasangan Instalasi Tenaga Lis trik atas Instalasi 432 11 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
Pemanfaatan Ten aga List rik Tegan gan Tinggij Ekstra Tinggi

151. Pemba n gunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listr ik atas Instalasi 432 11 Modal dalam negeri 100%
Pem anfaatan Ten aga Lis trik Tegan gan Rendah jMen en gah

152. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik 43211 Penanaman Modal As ing Maksimal 95%

153. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan 71204 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggij Ekstra
Tinggi

154. Pe m eriksaan ,.,
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154. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi 7 1204 Modal dalam n egeri 100%
Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/ Menengah

E. Sektor ...
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155. Pemeliharaan dan Reparasi Mobil 45201 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

156. Industri Rokok Kretek 12011 Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:
a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok

yang telah memiliki lzin Usaha Industri (IUI)
pada bidang usaha sejenis; atau

b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri
rokok skala kecil dan menengah yang bermitra
dengan industri rokok skala besar yang sudah
memiliki lUI pada bidang usaha seienis

157. Industri Rokok Putih 12012 Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:
a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok

yang telah m e miliki Izin Usaha lndustri (lUI)
pada bidang usaha sejenis; atau

Indus t ri Roko k Lainnya 12019
b . Untuk p enana m a n modal baru, hanya indus tri

158. rokok s kala kecil dan menengah yang bermitra
d engan industri rokok skala besar yang sudah
memiliki lUI pada bidang usaha sejenis

159. Indus tri Bubur Kerta s Pulp (dari kayu) 17011 Baha n baku d ari Hutan Tanaman Industri (HTI)
atau b erasal dari Chip Impor jika bahan baku
dala m n egeri t ida k m en cukupi

160. Industri Kertas Berharga (antara lain: bank notes paper, cheque paper, 170 13 a. Izin operasion al dari BOTAS U PAL/ BIN; da n
watennark paper) b . Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian

161. Industri ...
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161. Industri Pe rcetakan Uang da n Industri Percetakan Khusus/Dokumen 18112 a . Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan
Sekuriti (antara lain: pera n gko , materai, surat berharga, paspor, dokumen b . Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
kependudukan dan hologram)

162. Industri Siklamat dan Sakarin 2 0119 Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM
dan Kementerian Perdagangan

163. Industri Tinta Khusus 2 0 293 a . Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan
b. Rekomendasi dari Kem enterian Perindu s trian

164. Industri Pe le buran Tima h Hitam 24202 Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kementerian Perindustrian khusus untuk
industri yang m enggunakan b a han baku accu
b ekas

165. Industri Crumb Rubbe r 22 123 Izin khusus dari Mente ri Perindustrian dengan
ketentuan terpadu dengan pengembangan
perkebunan karet:
a. pemenuhan k ebutuhan bahan baku paling

kurang 20% dari kapasitas produksi berasal
dari kebun karet sendiri; dan

b . Pem enuhan kebutuhan ba han baku paling
banyak 80% dengan pola kemitraan

dengan paling sedikit dari lua s kebun 20%
m erupakan kebun plasma

F. Sektor ...

•
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166. Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak 20114 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%,
dengan 51% untuk BUMN

b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan

167. Industri Komponen Utama dan/atau Penunja n g 20292 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%,
dengan 51% untuk BUMN

b . Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan

168. Industri Komponen dan/atau Pendukung (Perbekalan) 20292 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%,
dengan 51% untuk BUMN

b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan

169. Industri Alat Utama 25200 a. Modal dalam negeri 100%
25934 b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
30300
30400

170. Jasa Konsultasi Keamanan 74909 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
b. Izin Operasional dari Mabes Polri

171. J asa Penyediaan Tenaga Keamanan, KawaI Angkut Uang dan Barang 80 100 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
Berharga, Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa b. Izin Operasional dari Mabes Polri

172. Jasa Pe nerap a n Peralatan Keamanan 80200 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
b . Izin Operasional dari Mabes Polri

173. Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan 85499 a . Penanaman Modal Asing Maks imal 49%
b. Izin Operasional dari Mabes Polri

G. Sektor ...
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174. Jasa Kon truksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi 00000 a. Penanaman Modal Asin g Maksimal 67%
Tin ggi dan /atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pek e rjaan Lebih dari Rp b . Maksimal 70% bagi p en a n am modal dari
50 .000.000.000,00 negara-negara ASEAN

(CPC51 1, 5 12, 513, 514, 515, 516, 5 17, dan 5 18 )

175. Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstru ksi yang Menggunakan Teknologi 00000 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nila i Pekerjaan Lebih dari Rp b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari
10.000.000.000,00 negara-negara ASEAN
(CPC867 1, 8672, 8673, 8674, dan 9403)

176. Pengu sahaan Air Min u m 36001 Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

H. Sektor . ..

-
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177. Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga 45103 Modal dalam negeri 100%
45104
45403

I 45404

178. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Sepeda Motor, dan 45302 Modal dalam n egeri 100%

Kendaraan Niaga 45406

179. Supermarke t dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 1.200 m 2 47111 Modal dalam n egeri 100%

180. Minimarket denga n Luas Lantai Penjualan Kurang dari 400 m 2 Termasuk 47111 Modal dalam n egeri 100%
Convenie nce Store dan Community Store

181. Departement Store dengan Luas Lantai Penjualan 400 m 2 - 2.000 m 2 47191 a. Penanama n Modal Asing Maksimal 67%; dan
b . Izin Khusus dari Kementerian Perdagangan

dengan persyaratan:
1. Bertempat di d a lam mal dan tidak s tand

alone;
2. Penamba h a n outlet s tore berdasarkan

ekspor perfonnance (pay perfonnance)

182 . Pe rdagan gan Eceran Barang Perhiasan 47735 Modal dalam n egeri 100%

183. Perdagangan Eceran Barang Antik 47746 Modal dalam n egeri 100%

184. Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Pe rlengkapannya 47795 Modal dalam negeri 100%

185 . Pe rdagangan Ecera n Bukan di Sup ermarket atau Minimarket 47112 Modal dalam n egeri 100%

186. Perdagangan Eceran Bukan di Toserba/ Departe ment Store 47192 Moda l dalam n egeri 100%

187. Perdagangan Eceran Tekstil 47511 Modal dalam n egeri 100%
47512

188. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko 47640 Moda l dalam n egeri 100%

189. Pe rdagangan Eceran Kosmetik 47725 Modal dalam negeri 100%

190. Perdagangan ...

•
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190. Perdagangan Eceran Alas Kaki 47712 Modal dalam negeri 100%

191. Perdagangan Ece ran Elektronik 47861 Modal dalam negeri 100%

192. Perdaganga n Eceran Ma kanan dan Minuma n 4722 Modal dalam negeri 100%
4724

193. Perdaganga n Eceran Melalui Sis tem Elektronik Untuk Berbagai Barang 479 19 Modal dalam negeri 100%
Lainnya (Misalnya: Minuman Beralkohol)

194. Jasa Keagenan (Commis ion Agent) 46100 Modal dalam negeri 100%

195. Broker Properti/ Real Estate 68200 Modal dalam negeri 100%

196. Perdagangan Distributor yang Tidak Terafiliasi dengan Produksi 00000 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

197. Pergudangan 52101 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

198. Jasa Survei Keadaa n Barang Muata n (Cargo Condition Survey) 00000 Modal dalam negeri 100%

199. Jasa Survei Sarana Angkutan Darat, La ut, dan Udara Beserta 00000 Modal dalam negeri 100%
Kelengkapannya

200. J asa Survei Sarana Ke teknika n dan lndustri Te rmasuk Rekayasa teknik 00000 Moda l dalam negeri 100%
(Technical and Indus try Survey)

201. Jasa Survei Lingkungan Hidup (Ecological Survey) 00000 Modal dalam n egeri 100%

202. J asa Survei Terhadap Obyek-Obyek Pembiayaan atau Pe n gawasan 00000 Modal dalam negeri 100%
Persediaan Barang dan Pergudanga n (Warehousing Supervision)

203. Jasa Survei dengan atau Tanpa Merusa k Obyek (Destructive/ Nondestructive 00000 Modal dalam nege ri 100%

Testing)

204. Jasa Survei Kuantitas (Quantity Survey) 00000 Modal da lam negeri 100%

205 . Jasa Survei Kualitas (Quality Survey) 00000 Modal dalam negeri 100%

206. Jasa ...
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206. J a sa Survei Pen gaw a s a n (Supervis ion Survey ) a ta s Sua tu Proses Kegia tan 00000 Modal dalarn n egeri 100%
S e suai Stand a r yang Ber1a ku a ta u yang Dise pa ka ti

2 07 . J a sa Survei/Jaj a k Penda pa t Masyara k a t dan Pe n elitia n Pasar 73200 a . Modal da1a m n egeri 100%
b . Ma ksimal 70% bagi pen a nam modal dari

n egara-n egara ASEAN

208. Persewa an Ala t Trans portasi Darat (Rental Without Operator) 77100 Modal dala m n egeri 100%

2 09 . Pe r sewa an Mesin Pertanian d a n Perala tannya 77305 Modal dalarn n egeri 100%

2 10. Pe r sewa an Mesin Kons truks i dan Te knik Sipil dan Perala tannya 773 06 Modal dalarn n egeri 100%

2 11. Pe r sewaan Me sin Kantor dan Perala tannya (te rmasuk kompute r) 773 07 Modal dalam n egeri 100%

2 12. Pe rsew a an Mesin Lainnya dan Perala tannya yang Tida k Diklasifikasikan di 7 7 309 Modal dala m negeri 100%
Tempa t Lain (p embangkit te n aga 1istrik, tek s ti1, pen golahan/pen gerja an
logam/kayu, percetakan, dan la s 1istrik)

2 13 . J a sa Ke b e rsihan Gedung 81210 Modal da 1arn n egeri 100%

2 14. Jasa Bina tu 96200 Modal dalarn n egeri 100%

2 15. Pangka s R a mbut 96 111 Modal dalam n egeri 10 0%

216. Salon Kecantikan 96 11 2 Modal dalam n egeri 10 0%

2 17. Penjahitan 9 69 91 Modal dalam n egeri 100%

2 18 . J asa Foto Kopi, Penyiapan Dokumen, dan Jasa Khusu s Penu njang Kantor 82 19 0 Modal dalarn n egeri 100%
Lainnya

2 19. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkoho1 (importir, distributor, dan 46333 Memiliki:
subdistrib utor) a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Bera1koho1 (SIUP- MB)
b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

220. Perdagangan . ..
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220. Perdagangan Eceran Minuman Keras/Beralkohol 47221 Memiliki:
a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP- MB)
b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

22 1. Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras/Beralkohol 47826 Me miliki:
_. a. Surat Izin Usaha Perdagangan MinuTil.a1!

Beralkohol (SIUP- MB)
b . Jaringan distribus i dan tempatnya khusus

222 . Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif 00000 Modal dalam n egeri 100%

223. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif 00000 Modal dalam negeri 100%

I. Sektor . ..
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224. Pengelolaan M useum 9 1022 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
(CPC9632 1) b. Maksimal 7 0% bagi penamun modal dari

negara-negara ASEAN

225. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Berupa Candi, Keraton, 91024 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
Prasasti, Petilasan, dan Bangunan Ku no

226. Biro PeIjalanan Wisata 79 120 a. Penanaman Modal Asing Maksimal67%
(CPC 747 1) b . Maksimal 70% bagi penanam modal dari

negara-negara ASEAN

227. Jasa Bogal Cate ring 56210 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari

negara-negara ASEAN

228. Hotel Bintang Dua 55114 Penanaman Modal Asing Maksimal67%

229 . Hotel Bintang Satu 551 15 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

230 . Hotel Non Bintang 55 12 0 Penanama n Modal As ing Maksimal 67%

2 3 1. Motel 55199 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
b . Maks imal 70% bagi penanam modal dari

negara-n egara ASEAN

232. Ruma h Biliar 9 3 111 a. Penanaman Modal Asing Maksimal67%
(CPC964) b . Ma k simal 70% bagi penanam m oda l dari

negara-n egara ASEAN

233 . Gelanggan g . ..
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233. Gelanggang Bowling 9 3 113 a. Penanama n Modal Asing Maksimal 67%
(CPC964) b . Maksimal 70% bagi pen anam moda l dari

negara-n egara ASEAN

234. Lapanga n Golf 93 11 2 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
(CPC96413 ) b . Ma k s ima l 70% bagi penanam m odal dari

negara-n egara ASEAN

235 . Galer i Seni 90006 Penanaman Modal As ing Maksimal 67%

236 . Gedung Pe r tunjukan S eni 90006 Penanaman Modal As ing Ma k s imal 67%

237 . J a sa lmp r e s a riat 9 0004 a. Pe n anaman Modal Asing Maksimal 67%
(CPC96 191 ) b . Ma k s imal 70% b agi p en a n am modal dari

negara-n egara ASEAN

23 8 . Karaoke 9 3292 Pe n anaman Modal Asing Maksim al 6 7%

239 . Ke tangkasan 93293 Pe n a naman Modal As ing Ma ksimal 67%

240 . Penyelenggaraan Pertemuan, Pe Ijalan a n lnsentif, Konfe re n s i, da n Pame ra n 8 2301 a. Pe n anaman Modal Asing Maksimal 6 7%
(MICE) (CPC 87909 ) b . Maksimal 70% bagi p e n a nam m oda l d ari

n egara-n egara ASEAN

241. S PA (San te Par Aqua) 96 122 Penanaman Modal Asin g Maksim a l 51%

2 4 2. Pen gusah aan Obyek Wisata Alam di Lua r Kawasan Kon servasi 9 1034 Pen anama n Modal Asing Ma k s imal 67%

243 . Pembuatan .. .

:
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243. Pembuatan Sarana Promosi Film, Ildan, Poster, Still, Photo, S lide, Klise, 73 100 a. Penanaman Modal Da la m Negeri 100%
Banner, Pamflet, Baliho, Folde r , dll (CPC 871) b . Maksimal 51 % bagi pe n a nam modal dari

negara-negara ASEAN

J. Sektor ...
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244. Angkut an Bara ng Umum d e n gan Mada Darat 4943 1 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

245 . Angk u tan Barang Khu s u s dengan Mod a Dara t 49432 Pen a n aman Modal Asin g Maksimal 49%

246. Angkutan Orang dengan Moda Darat Dalam Trayek (Angkutan Antarkota 492 11 Pena n ama n Modal Asin g Maksimal 49%
Antar Pravins i, Angkuta n Ped esaan, Angkutan An tarkota Dalam 494 14

Provinsi, Angkutan Perkotaan/ Perdesaan, dan Angkuta n Lintas Batas 492 13

Negara ) 492 14
492 15

2 47. Angkutan Orang dengan Mod a Da r a t Tidak Dalam Trayek (Taksi, An gkutan 49421 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
Pa riwisata, Angkutan Tujuan Te rte ntu, Angkutan Kawasan Terte n tu ) 49221

2 4 8. Angkutan Moda Laut Da lam Negeri 5 0 11 Penanaman Moda l Asing Maksimal 49%
501 3

2 4 9 . Angkutan Mada La ut Luar Nege r i 501 2 Penana m a n Modal As ing Ma ksimal 49%
5014

250. Angkutan Moda Lau t Luar Negeri untuk Pe numpang (tidak terma suk 50121 Ma ks imal 70% bagi pe n a n a m modal dari negara-

cabotage) (CPC 72 11) 501 22 n egara ASEAN
501 23

2 51. Angkutan Moda La ut Lua r Negeri u ntuk Barang (tida k t e rmasuk cabotage) 5 01 4 1 Maksimal 70% b agi pe n a nam modal dari negar a -

(CPC 7 2 12 ) 50142 n egara ASEAN
50143

252 . Angkutan Pe nye berangan Umu m Antar Provin s i 502 14 Penanaman Mod al Asing Ma ksimal 49%

253 . Angkuta n Penyebe ranga n Perin tis Antar Provins i 50 21 5 Pen a nama n Moda l As ing Ma k s imal 49%

254. Angkutan .. .
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254. Angkutan Penyebe ra n gan Umum Antar Ka bupa tenjKota 50216 Pe n a naman Modal Asing Maksimal 4 9%

255. Angkuta n Penyebe rangan Perintis Antar Ka bupa tenjKota 50 2 17 Pen anama n Modal Asing Ma ksimal 49%

2 56 . Angkutan Penyeb e rangan Umum Dalam Ka bupa tenjKota 50218 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

257. Angkuta n S ungai da n Danau Untuk Penumpang d en gan Trayek Tetap dan 50211 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

Te ratu r

258. Angkutan Sungai da n Danau Untuk Penumpang de n gan Traye k Tidak Te tap 50212 Pen a naman Modal Asing Maks imal 49%
dan Tida k Tera tur

259. Angkutan Sungai da n Danau de n gan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Ter a tur 5021 3 Pen anaman Modal Asing Maksimal 49%

Untuk Wis a ta

260 . Angkutan S ungai d a n Da n a u Untuk Barang Umum d a n jata u Hewan 502 21 Pen anaman Modal Asing Ma k s imal 49%

261. Angkutan Sungai dan Da n a u Untuk Barang Khusu s 50222 Pen anaman Modal Asing Ma k s imal 49%

262. Angku tan Sungai d a n Danau Untuk Baran g Berbahaya 50223 Pe n a naman Modal As ing Maks imal 49%

263. Penyedia a n Fasilitas Pela buhan (d e rmaga , gedung, penundaan ka pa l terminal 5222 1 a . Pen anaman Modal Asing Ma k simal 49%
pe t i ke m as, termin al c u rah cair, t e rminal curah kering d a n terminal Ro-Ro) 52222 b. lzin Khusus d ari Kementerian Perhubungan

52223 te r kait den gan persyaratan m odal minimum

264. Pe nyediaan Fasilitas Pela buhan Berupa Pen a mpungan Limba h (reception 5 2 109 Penanam a n Modal Asing Ma k s imal 49%

facilities )
265. J asa Sa lvage dan j ata u Pe kerjaan Bawah Air (PBA) 52229 Izin Khusus d ari Kem en terian Perhubungan

26 6. Usaha Pe nunjang pad a Terminal 522 11 Penanaman Modal Asing Maks imal 6 7%

267. J asa Kebandarud araan 52230 Penanaman Moda l As ing Maksimal 49%

268. Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer, 51102 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

pelayanan ...

..
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pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ground handling, dan 51202
penyewaa n pesa wat udaraJ aircraft leasing) 52240

77304

269. Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara 52230 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

270. Jasa Bongkar Muat Bara ng 52240 a. Penanaman Modal Asing Maksimal67%
(maritime cargo handling services dengan CPC 7412) b. Ma ksimal 70% bagi penanam modal dari

negara-negara ASEAN
c. Hanya berlaku pada 4 (empat) pelabuhan di

wilayah Indonesia bagian timur yaitu:
Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon,
Pe labuhan Kupang, dan Pelabuhan Sorong
khusus Negara-negara anggota ASEAN

271. Jasa Pengurusan Transportasi 52291 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

272. J a sa Ekspedisi Mua tan Pesawat Udara 52294 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

273 . Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahan Angkutan Udara As ing 79112 Penana m a n Modal Asing Maksimal67%

274. Penyediaan d a n Pe n gusa h aan Pe la buhan Pe n yeb e rangan 52223 Penanaman Moda l Asing Maksimal 49%

275. Penyediaan dan Pengusah a an Pela buhan Sungai dan Dana u 52222 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

276. Pelayaran Rakya t 50135 Modal dala m negeri 100%

277 . Angkutan Moda Uda r a Niaga BeIja dwal Dalam Negeri 51101 a . Pen anaman Modal Asing Maks imal 49 %
5 1102 b . Pem ilik m od al nasional h arus te ta p lebih besar

d a ri keseluruh an pemilik modal asing (sing le
m ajority)

278. Angkutan Mod a Udara Niaga BeIjadwal Luar Negeri 5 1101 a . Pe n anaman Modal As ing Maksimal 49%

5 1102 ...
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5 1102 b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar
5 1103 dari keseluruhan pemilik modal asing (single

majority)

279 . Angkuta n Udara Niaga Tidak Berjadwal 51104 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
51105 b . Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar

dari keseluruhan pemilik modal asing (single
majority)

280. Angkutan Udara Bukan Niaga 5 1109 a . Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
b . Pe milik modal n a sional h arus teta p lebih b e sar

dari keseluruhan pemilik modal asing (single
majority)

281. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 71203 Penana man Modal Asing Ma ksimal 49%

282 . Pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Da ra t (terb a tas h a nya fasilitas 522 11 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
umum dan terminal barang untuk umum)

283. Angkutan Multimoda 52295 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

K. Sektor .. .
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284. Pe nyele n ggara an J a ringan Te le komunika si Te tap 61100 Pen anaman Modal Asing Maksimal67%

285. Penye len ggaraan Jaringan Te lekomunika si Berge r a k 61200 Penanaman Modal Asing Maksimal67%
61300

286. Penyelen ggara an J aringan Te lekomunika si yang Terintegrasi den gan Jasa 61921 Pen a n a man Modal Asing Maksimal 67%
Telekomunika si 61922

61923
61929

287 . Pe nye le n ggaraan J asa Te lekomunikasi Layanan Content (ring tone, s m s 61911 Penanaman Modal Asing Ma ksimal 67%
premium, dsbl

2 8 8. Pusat Layana n Informasi (call center) dan Jasa Nilai Tambah Te le poi"li Lainnya 61919 Pe n anama n Modal Asing Maksimal67%

289. J asa Akses Inte rne t (Inte rnet service provider) 61921 Pe n anaman Modal Asing Maksimal 67%

290. J asa Siste m Komunikasi Da ta 61922 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

291. J asa Interne t Teleponi Untuk Ke perluan Publik 6 1923 Pe n anaman Modal Asing Maksima l 6 7%

292. J asa Interkoneksi Inte rnet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya 6 1929 Pen a n a man Moda l Asing Ma k s irnal 6 7%

293. Lembaga Pe ny iaran Publik (LPP) : Ra dio 60101 Ha nya m on opoli untuk Lemba ga Peny iaran Publik
Ra dio Republik Indon esia (RRI) , Televis i Re publik

294. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) : Televis i 6 0 201
Indon esia (TVRI), dan Lembaga Pe nyiaran Publik
Lokal (LPPL)

295. Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa 42217 Modal dalam negeri 100%

Konstruksi untuk Menar a TeIekomunikasi

296. Penerbitan ...
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296. Pen erbitan Sura t Kabar, Majalah, dan Buletin (pers) 58130 Modal dala m negeri 100%

297. Lembaga Pe n yiaran Swasta (LPS ) 60102 a. Hanya untuk penambahan dan pengembangan

298. Lembaga Pe n yiaran Berlangganan (LPB) 60202
usaha.

b. Penanama n Modal Asing Maksimal 20%

299. Penyelenggaraan Pos 53101 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
53102
53202

300. Pe nyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (market 00000 Penanaman Moda l Asing Maks imal 49%
place berbasis pla tform, daily deals, price grabber, iklan baris online) de n gan
Nilai Investasi kurang dari RplOO.OOO.OOO.OOO,OO

L. Sektor ...
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30l. Perusahaan Pembiayaan Investasi 64929 Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
64910

302. Perusahaan Pembiayaan Modal Kerja 64992 Penanaman Modal Asing Maksimal 85%

303. Perusahaan Pembiayaan Multiguna 64922 Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
64923

304. Modal Ventura 64991 Penanaman Modal Asing Maksimal 85%

305. Perusahaan Asuransi Kerugian 64991 Penanaman Modal Asing Maksimal 80%

306. Perusahaan Asuransi Jiwa 65111 Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
65112

307. Perusahaan Reasuransi 65121 Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
65122

308. Pe rusahaan Penilai Kerugian Asuransi 66210 Penanaman Modal Asing Maksimal 8 0%

3 09. Perusahaan Agen Asurans i 6622 1 Penanaman Modal Asing Maksimal 80%

310. Perusahaan Pialang Asuransi 66222 Penanaman Modal Asing Maksimal 80%

311. Perusahaan Pialang Reasuransi 66225 Penanaman Modal Asing Maksimal 80%

312 . Perusahaan Konsultan Aktuaria 66291 Penanaman Modal Asing Maksimal 8 0 %

313. Perusahaan Penjaminan 64993 Penanaman Moda l Asing Maksimal 30%

314. Pedagang ...
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3 14 . Pedagang Valu ta Asing NonBank 66197 Modal dalam negeri 100%

315. Perusahaan Pialang Pasar Uang 64190 Perizin an Khusu s dari Otoritas Jasa Keuangan

M. Sektor ...

"
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0.

3 16. Bank Konvensional 64 125 Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan
64 126

3 17. Bank Syariah 6413 1 Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan

3 18. Bank Perkreditan Rakyat Konvensional 64 127 Modal dalam negeri 100%

3 19. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 64133 Modal dalam n egeri 100%

N. Sektor ...
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320. Jasa Pe n e mpatan Tenaga Kerja Indones ia di Dalam Negeri (seperti 78101 Penanaman Modal Asing Maks imal 49%
pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokume n , penamp4nga n orientasi pra
pemberangkatan, p emberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga
kerja)

32l. Pe nyediaan J asa Pekerja/Buruh [proses pendaftaran, perekrutan, 78200 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
pengurusa n dokumen (antara la in perjanjian k erja ), n egosiasi untuk
m endapa tkan p e k e rj aan dari perusahaan pemberi kerja, m empe kerjakan
pekerja/buruh , seperti peke rjaan j asa cleaning service, satpam, catering dan
jasa penunjang lainnya)

322. Pelatihan Kerj a (memb eri, m emperole h , m eningkatkan, mengembangkan 85499 Penanaman Modal Asing Maksimal 6 7%
kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap d an etos kerja antara lain 85492
m eliputi bida n g k ejurua n teknik dan e ngineering, tata niaga, bahasa, 85493
pariwisata, m a n ajem en , teknologi illformasi, seni da n pertanian yang

85494
diara hkan untuk membekali angk atan kerja memasuki dunia kerja)

323. J asa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Lua r Negeri (proses p erekrutan, 78 102 Modal dala m negeri 100%
pengurusan dokumen, pendidikan dan pela tiha n, penampungan, persiapan
pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja
Indonesia/ CTKI)

O. Sektor ...
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324. Pe ndidikan Anak U s ia Dini 85132
85133

325. Jasa Pendidikan Sekolah Dasa r Swasta 85121 S esuai Undang-Undang Nomor 2 0 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasion a l (Sisdiknas)

326. Sekolah Lanjutan Tingkat Pe rtama Swasta 85122 serta Peraturan Pelaksanaannya

327. J asa Pendidikan Se kola h Menengah Umum Swasta 85220

328. J asa Pe ndidikan Sekolah Me n e n gah Kejuruan Swasta 85240

329. J asa Pendidikan Tinggi Progra m Gela r Swasta 85321 Sesuai Unda ng-Undang Nomor 12 Tahun 2012

330 . Jasa Pendidikan Tinggi NonGelar Swasta 85322
tentang Pendidikan Tinggi serta Pe.aturan
Pe laksanaannya

P. Sektor ...
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331. Industri Farrnasi Obat Jadi 2 1012 Penanaman Modal Asing Maksimal 85%

332 . Institus i Pengujian Alat Kesehatan 71205 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

333 . Fasilitas Pelayanan Akupuntur 8690 1 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

334. Pelayanan Pest Controll Fumigasi 86903 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

335. Pelayanan Evakuasi Medik dan Ambulantory 86904 Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

336. Produsen Narkotika (Industri Farmasi) 2 1012 Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

337. Pedagang Besar Farrnasi Narkotika 46693 Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

338. Pengolahan Obat Tradisional 21022 Modal dalam negeri 100%

3 3 9 . [ndustri/Usa h a Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam 2 1022 Modal da la m n ege ri 100%

3 40. Pe rdagangan Besar Bahan Baku Farrnasi 46693 Modal dalam negeri 100%

341. Apote k , Toko Oba t , Toko Ala t Kese h a tan, d a n Optik 47722 Modal dalam negeri 100%
47723
47733

342. Klinik ...
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342 . Klinik Pratama: Rumah Bersalin Swasta, Clinic General Medical, 86103 Modal dalam negeri 100%
Services/Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Pemukiman (Residential 86104
Health Services), dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar 86109

343. Rumah Sakit 86103 a. Penanaman Modal Asing Ma ksimal 67%
b . Maksimal 70% bagi penanam modal dari

negara-negara ASEAN; dan
c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi

Indonesia Timur, kecuali Makassar dan
Manado

344 . Klinik Uta m a: Klinik Kedokteran Spesialis (Clinic Specialised Medical Services) 861 09 a . Penanaman Moda l Asing Maksimal 67%
(CPC93 12), Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (CPC9312 ), Jasa Keperawatan 86202 b. Maksimal 70% bagi penan am modal dari
Spesialis (Nursing Services dengan CPC93 191), dan Jasa Rumah Sakit 86203 negara-negara ASEAN; d an
Lainnya (klinik rehabilitasi medik) 8690 1

c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi
Indonesia Timur kecuali Makassar dan
Manado

345 . Penyalur Alat Kesehatan 46693 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
b. Izin Khusus dari Kem e nteria n Kesehatan

346. Industri Alat Kesehatan: Kelas A (Kapas, pembalut, kasa, tongkat, tiang infus, 210 12 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 33%
pembalut wanita, popok dewasa, tempat tidur pasien, kursi roda) b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

347. Industri Alat Kesehatan: Ke las B (Masker bedah, jarum suntik, pas ien 21012 Izin Khusus da ri Kementerian Keseh a tan
monitor, kondom, surgical g loves, cairan hemodialisa, PACS , surgical knives)

3 4 8 . Indust r i Ala t Keseh a tan: Kelas C (W Cathete r, X Ray , ECG, Patient Monitor, 2 10 12 Iz in Khusus da ri Kementerian Keseh atan
I nplan Orthopedy, Contact Lens, Oxymeter, Densitometer)

349. Kelas ...
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349 . Kelas 0 (CTScan, MRI , Catheter J a ntung, S te ntJantung, HIV Test, 2 101 2 Izin Khus u s da ri Kem enterian Kesehatan
Pacemaker, Donnal Filler , Ablation Catheter)

350 . Bank d a n La boratorium Jaringan d a n Sel 86903 Izin Khu s u s da ri Ke menterian Keseha tan
I

Catatan :

Dalam hal Klasifikasi Ba ku La pa n gan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih d a ri satu bidang usaha, m a ka persyaratan sebagaimana terma ksud d alam
La mpira n III ha nya berlaku bagi Bida ng Usaha yan g tercantum dala m kolom Bida ng Usah a tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Sali n an sesuai dengan aslinya

SEKR ETARIAT KABINET RJ

Dcputi Bidan g Perckonomian,

. (lIlS\crvk~
AgUstil:' ~Urban1Jl.gSIll

•
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